WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5740)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6176);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);



19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5740);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah Berita (Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
761);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan  Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah TahunAnggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota BukittinggiNomor 18 Tahun 2013
tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan
Rumah Sakit Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana

Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota



Menetapkan

31.

32.

33.

34.

35.

Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota BukittinggiTahun 2019
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bukittinggi Tahun  2016-2021(Lembaran Daerah  Kota
Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota BukittinggiTahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kota BukittinggiNomor 1);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019
Nomor 15);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 151.437.934.799,00
b. Dana Perimbangan Rp. 552.771.328.950,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 99.999.431.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 804.208.694.749,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 324.337.779.206,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp 41.593.786.250,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.865.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00

7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah

Desa dan Partai Politik Rp. 735.647.526,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.200.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 370.732.212.982,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 42.070.715.790,00
2) Belanja Barang Jasa Rp. 235.545.189.948,00
3) Belanja Modal Rp. 347.667.262.619,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 625.283.168.357,00
Jumlah Belanja Rp. 996.015.381.339,00
Surplus/(Defisit) (Rp. 191.806.686.590,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 191.806.686.590,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 191.806.686.590,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00



Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah dirinci lebih lanjut

pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial dirinci

lebih lanjut pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Lampiran sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittingggi
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS
Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 40



